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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPFUBLIE INDONESLA

NOMOR ART TAHUN 2016
TENTARG

FPEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH MTIDAIVAN AL-HUDA KARUPATEN MALANG

FROVINAD JAWA TIMUTR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ERA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONIESLA,

balwn  dalam  mangka  meninghkatken  akses peodidiloo
miincdrasah  vang Bermutu,  perly  memiberikan kesempalan
masyarinl  melalul  ocgontsasi berbadan  Bdkum untuk
metvelengpieknn modrsah sesunl demgan standar nassonal

penididiknr,

bahwa masa berlaku ixtn operasionnl) pendiran  medosih
rebmgmiminng tercanium doalom Lampirnn Kepuiisan inl telah

fin buis;

bBahwn mnpdmsab sebagnoonns tercantum  delam Lampiran
Keputusan inl telah memeniihi perayaraian perpanjsngsn fzin
penidirain foperasional madrasah; '

bahwn  berdasirkan  pertimbvingan  sebagalmuns  dimaksid
daliom hurnf & buruf b dan burof e, periu menenplka
Keputusan  Menteri Agama  Hepublik  Tndonesia  temang
Perpanjangun  [zin - PendirianfOperasional  MADRASAH
IBTIDAIYAH AL-HUDA KABUPATEN MALANG Provinsi
Jowin TEmur,

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasionsl [Lembaren Negarg Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301 );

- Peratumn Pemerintah Nomor 19 Tahuo 2005 (enteng Standar

Nasional Pendidilmn [Lembaran Negars ublik Indonesia
Trhun 205 Nomar 41, Tambahan L:mlnr;.!:FHtgm Repuhblik
Indonesia Nomor 4496) Schagaimana telah diubah dengan
Peraturnn  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Tahun 2005 tentang Standar Rasfonal Pendidikan (Lembearan
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembamin Negura Republilk Indonesia Nomiar 5670);



Memperhatikan

Mefictapkan

KESATU

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 1.|'-|:-'1H|;iil1:-:
Pengelolean  dan  Penyelenggaman F-.,-_;thu:n.ﬂ1 %ﬂ?mhr;n
Negam Republik Indoncsia Tahun 2010 Nomor @2, MAMEL
Lembarun  Negarn  Republik  [idonesia Nomor 5 .Im
schgalmara  telal diubab  dengan Peratumn  Pemerint
Namor 66 Tahun 2010 teptang Perubahan Atas Permtiran
pemerintnh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan can
penyelenggoaraan  Pendidiknn (Lembaran  Negarn  Repubilik
Indonesin Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoneala Nomor 31575

Peratirrnn Mentert Pendidilan Noslonal Nomor 24 Tahun 2007
tentmng  Stndar Samna  dan  Presamna  Uintuk Sekolnh

Dasinr Madrasah [tidaivali, Selinlah Menengah
Perinma/Madrasah  Tsanawivah, dan  Seckolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyvak;

f. Peratumn Menleri Pendidikan Nasional Nomar 15 Tahun 2010
teotarig  Standar  Peloyanan - Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/ Koti sebagaimana (elab diubah dengan Perstumin
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang. Perubalion Atas  Peraturan Menterl Pendidilcan
Nasmnal Nomor 15 Tahin 2010 teniang Standar Pelavanan
Minmmal Pendsdikin di Kabupaten/Kota;

7. Pemturin Menteni Agnma  Nomor 90 Tabhun 2013 fentang
Penyelenggaran Pendidikan Madmsah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2513 Nomor 1382);

8. Kepotusan Direkiur Jenderal Pendidikon [slim Nomor 1385
Tahun 20014 tentang Peiunjuk Teknis Pendirian Madrasal

Yang Diselengenralen aleh Masyarakat;

9. Heputusan Direktur Jenderal Pendidiksn |slim Nomor S885
Tahitn 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
Pendirian. Madrasah, Penerbitan Surst Keputusan Penpmant|
lzin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerhiton Surat
Reterangan Kerusakan Dokumen brn Pendition Madrasah;

- Belkomendasi dan Kepaln Kantor Kementerian Agama KABUPATEN

MALANG Nomor : Kd. 15.35/02/PP.00.4/624 :
il (D2/PP.00.4/624/3016 Tanggal 28

MEMUTUSKAN ;

‘KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN [2IN

FENDIRIAN | OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAT -
KAHUPATEN MALANG PROVINS] JAWA TIMUR. AIYAH AL-HUDA

: Membenkan perpatijangan  izin pendirian foperasional madrasah

kepada madmsah sebagaimana tere i
merupaln bagian idak terpisabkan i Kepitons ol 7208









